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ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu 

menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dengan 

ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan dilakukan paling lama 3 

(tiga) hari setelah Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi diterima; 

  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang 

Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Pemilihan 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia. 

 

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah : 

  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 

dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan 

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor :151/PL.03.7-

Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang: 

Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon 

Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan 

Calon Terpilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 

2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

 

CATATAN  : - Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 

November 2018. 

 

 


